Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 3¢ TAHUN 2 ocf

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah
dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai
ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

AT



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);



Menetapkan

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode satu tahun.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2
RKPD Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3
(1) Sistematika RKPD Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP



(2) Dokumen RKPD Tahun 2019 dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2y J UMl 20y

TA SALATIGA, ﬂ/

/YULA Q

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, /

BERITA DAERAH\KOTA SALATIGA TAHUN 40&(? NOMOR ?L/



